Tinjauan Maslahat dalam Perspektif Fiqih Kontemporer terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada Badan Keluarga Berencana Kota Makassar by Anas, Abd
TINJAUAN MASLAHAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER
TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PADA
BADAN KELUARGA BERENCANA (BKB) KOTA MAKASSAR
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar
Oleh:
ABD. ANAS
NIM: 10400111003
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015
ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Abd. Anas
NIM : 10400111003
Tempat/Tanggal Lahir: ParadoRato/ 15 Oktober 1992
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Alamat : Jl. Tidung X Stpk 8 No. 143 Perumnas Makassar
Judul : Tinjauan Maslahat dalam Perspektif Fiqh Kontemporer
terhadap Program Pendewsaan Usia Perkawinan pada Badan
Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar.
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini
benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan
duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka
skripsi dan gelar yang diperoleh karenannya batal demi hukum.
Makassar, Juli 2015
Penyusun,
ABD. ANAS
NIM: 10400111003
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Maslahat dalam Perspektif Fiqih
Kontemporer terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada Badan Keluarga
Berencana (BKB) Kota Makassar”, yang disusun oleh Abd. Anas, NIM
10400111003, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam
siding munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at Tanggal 31 Juli 2015 M,
bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan
Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum (dengan beberapa perbaikan).
Makassar, 31 Juli 2015 M.
15 Syawal 1436H.
DEWAN PENGUJI
Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. ( )
Sekretaris : Dr. Sohrah, M.Ag ( )
Munaqisy I : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag ( )
Munaqisy II :Dr. H. Abd. Rahman Qayyum, M.Ag ( )
Pembimbing I : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag ( )
Pembimbing II: Dr.Azman, M.Ag ( )
Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,
Prof. Dr. H. Ali Parman, MA
NIP. 19570414 198603 1 003
vKATA PENGANTAR
Assalamu ’Alaikum Wr. Wb.
  ﻪﺒﺤﺻو  ﻪـﻟا  ﻰﻠﻋو , ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﻟاو  ءﺎﻴــﺒﻧﻷا فﺮﺷا ﻰﻠﻋ م ﻼـﺴﻟاو  ة ﻼﺼﻟاو  ﻦﻴـﻤﻟﺎﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﺤﻟا
ﺪـﻌﺑ ﺎﻣا .ﻦﻴﻌﻤﺟا
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang senantiasa mencurahkan
rahmat dan nikmatnya pada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut
membuat penulis dapat menyusuns kripsi yang berjudul “Tinjauan Maslahat dalam
Perspektif Fiqih Kontemporer terhadap Program Pendewasaan Usia
Perkawinan pada Badan Keluarga Berencana Kota Makassar”.
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ABSTRAK
NAMA : Abd. Anas
NIM : 10400111003
JUDUL :
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan maslahat
dalam perspektif fiqih kontemporer terhadap program pendewasaan usia
perkawinan padabadan keluarga berencanaKota Makassar, dengan sub
permasalahan: 1) Apa yang dimaksud dengan program pendewaasaan usia
perkawinan?2) Bagaimana pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan
pada badan keluarga berencana Kota Makassar? 3) Bagaimana danpak yang
ditimbulkan dengan adanya program pendewasaan usia perkawinan badan
keluarga berencana Kota Makassar bagi masyarakat Kota  Makassar.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan
secara kualitatif mengenai objek yang akan dibicarakan. Penelitian ini
menggunakanpendekatan yuridis yaitu berdasarkan peraturan-peraturan yang
berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti yaitu UU. No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. dan pendekatan
teologi nomatif (syar’i)yaitu pendekatan terhadap hukum Islam yang ada
hubunganya dengan masalah yang diteliti melalui wawancara dengan guru
besar/pakar hukum Islam.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program pendewasaan usia
perkawinan dapat memberikan mashlahah (manfaat) dalam rangka untuk lebih
mempersiapkan diri dalam menghadapi perkawinan bagi para Pelajar dan
Mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untukmencapai
tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya bila ditinjaudari aspek maksud dan
tujuan program tersebut, namun dalam aplikasinya di lapangan program
pendewasaan usia perkawinan belum mampu memberikan kontribusi yang
signifikan dalam rangka mengeliminir presentase perceraian usia muda di Kota
Makassar, hal ini disebabkan oleh minimnya pelaksanaan sosialisasi kepada
masyarakat terutama kepada para Pelajar dan Mahasiswa, serta kurang membuka
diri untuk membangun kerjasama dengan intansi/ lembaga tertentu yang memiliki
korelasi dengan program tersebut.
Implikasi penelitian ini  kepada : 1). Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) danbadan kependudukan dan keluarga berecana
nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan harus mengoptimalkan peran pengawasan
terhadap pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan2). Badan keluarga
berencana (BKB)Kota Makassar, harus mampu memaksimalkan pelaksanaan
program pendewasaan usia perkawinan lewat sosialisasi dankerjasama dengan
instansi/ lembaga yang memiliki korelasi dengan program pendewasaan usia
perkawinan3). Pelajar/Mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya, bahwa
sebelum melakukan perkawinan perlu adanya sebuah perencanaanserta target.
Tinjauan Maslahat dalam Perspektif Fiqih Kontemporer
terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada
Badan Keluarga Berencana Kota Makassar
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangMasalah
Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah
kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil,
mencegah dan menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan
kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup
manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak
hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan kelak di akhirat.
Abu Ishak Shatibi (m.d 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu
memelihara (1) agama, (2) Jiwa, (3) akal, (4) keturunan dan (5) harta, yang kemudian
disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam
kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari’ah.1
Salah satu tujuan dari hukum Islam menurut Abu Ishak Shatibi tersebut
adalah memelihara keturunan, tujuan tersebut dimaksudkan agar kemurnian darah
dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.Cara untuk mewujudkan
tujuan hukum Islam tersebut dapat tercapai dengan jalan perkawinan (pernikahan
dalam Islam).
Selain itu, manusia diciptakan sebagai mahluk biologis yang berketurunan,
agar berbeda dengan hewan, maka hubungan biologisnya diatur melalui lembaga
1Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Cet. 17; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 61.
2perkawinan yang suci, sebagai media penyaluran kebutuhan biologis dan melahirkan
keturunan yang terhormat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaanya, yang
dikarunia hati, perasaan, dan pikiran berdasarkan keimanan dan keberagamaan.2
Pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa
“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ketentuan batas usia perkawinan ini
seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada
pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan
dengan prinsip yang diletakan oleh undang-undang perkawinan, bahwa calon suami
istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara
baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih
dibawah umur.3
Masalah penentuan usia dalam undang-undang perkawinan maupun dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha
pembaharuan pemikiran fiqh yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian,
apabila dilacak referensi syar’inya mempunyai landasan kuat, misalnya isyarat Allah
dalam Q.SAn-Nisa/4:  9.
2Ahmad  Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,  2013) h. 7.
3Ahmad Rofiq,Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 59.
3                      
       
Terjemahnya :
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya  meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.4
Ayat tersebut memberikan petunjuk yang besifat umum, tidak secara langsung
menunjukan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah
ketentuan yang diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan keturunannya. Akan tetapi
berdasarkan pengamatan berbagai  pihak, rendahnya usia perkawinan, lebih banyak
menimbulkan hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu
terwujudkan ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.5
Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai
belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integrasi pribadi yang stabil akan
sangat berpengaruh dalam penyelesaian setiap problem yang muncul dalam
menghadapi  liku-liku dan badai rumah tangga.
4Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya(Surabaya: Duta Ilmu,
2002), h. 101.
5Ahmad Rofiq,Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 60.
4Secara metodologis, langkah penetuan usiaperkawinan didasarkan kepada
metode maslahat mursalah.6Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang
kebenaranya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena
sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau
sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang
tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan : “dalam hal penyimpangan
terhadap ayat 1 pasal ini  dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.7 Dalam hal
ini undang-undang perkawinan tidak konsisten. Disatu sisi, pasal 6 ayat  (2)
menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum
mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
Masalah kematangan fisik dan jiwa sesorang dalam islam, tanpaknya lebih
ditonjolkan pada aspek yang pertama yaitu fisik, hal ini dapat dilihat misalnnya
dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang dalam term teknis disebut
mukallaf(diangga mampu  menanggung beban hukum atau cakap melakukan
perbuatan hukum).
6Lihat Racmat Djatnika, “Sosialisasi Hukum Islam“, dalam Abdurrahman Wahid, (et.al.)
Kontroversi Pemikiran Islam Indonesia (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 251.
7Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 61
5Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw., bersabda :
 َﻋ ٍدﺎ ﱠﻤَﺣ ْﻦَﻋ َﺔََﻤﻠَﺳ ُﻦْﺑ ُدﺎ ﱠﻤَﺣ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧأ َنوُرَﺎھ ُﻦْﺑ ُﺪﯾَِﺰﯾ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ََﺔﺒْﯿَﺷ ِﻲَﺑأ ُﻦْﺑ ُنﺎَﻤْﺜُﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ْﻦَﻋ َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ْﻦ
 ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َﺔَِﺸﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ ِدَﻮَْﺳْﻷا ْﻦَﻋ ٍَﺔﺛََﻼﺛ ْﻦَﻋ َُﻢَﻠﻘْﻟا َِﻊﻓُر َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ﱠَنأ َﺎﮭْﻨَﻋ
ُﺮﺒَْﻜﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ﱢِﻲﺒ ﱠﺼﻟا ْﻦَﻋَو َأَﺮَْﺒﯾ ﻰﱠﺘَﺣ َﻰَﻠﺘْﺒُﻤْﻟا ْﻦَﻋَو َِﻆﻘَْﯿﺘَْﺴﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ِِﻢﺋﺎﱠﻨﻟا8
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah
menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada
kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari
'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang
yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga
ia balig."
Menurut isyarat hadis tersebut, kematanngan seseorang dapat dilihat pada
gaya kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstrubasi
(haid) bagi perempuan, dari segi usia, kematangan seksualitas ini, masing-masing
orang berbeda-beda saat datangnya. Namun demikian, hadis ini tidaklah dapat
memberi gambaran, bahwasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun. Riwayat
Ibn Umar mengatakan:
اُدْﯾَﺑُﻋﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣاُوﻟﺎَﻗَﺔَﻣﺎَُﺳأوَُﺑأَوَﺔَﯾِوﺎَﻌُﻣوَُﺑأَوٍرْﯾَﻣُﻧُﻧْﺑِﮭﱠﻠﻟاُدْﺑَﻋﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣٍد ﱠﻣَﺣُﻣُﻧْﺑ ﱡِﯾﻠَﻋﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ َُﻌﻟﺎَﻗَرَﻣُﻌِﻧْﺑﺎْﻧَﻌٍﻌِﻓﺎَﻧْﻧَﻋَرَﻣُﻌُﻧْﺑِﮭﱠﻠﻟ
 َﺻِﮭﱠﻠﻟِﻻوُﺳَرﯨَﻠَﻌُﺗْﺿِر َوِﻗَدْﻧَﺧْﻟﺎَﻣْوَﯾِﮭَْﯾﻠَﻌُﺗْﺿِرُﻋَوﯾِﻧْزِﺟُﯾْﻣَﻠَﻓًﺔَﻧَﺳَةَرْﺷَﻌَﻌَﺑَْرﺄُﻧْﺑاﺎََﻧأَوٍدُُﺣﺄَﻣْوَﯾَﻣﱠﻠَﺳَوِﮭَْﯾﻠَﻌُﮭﱠﻠﻟﺎﯨﱠﻠ ْﺑاﺎََﻧأ
 َُﻣﻠْﺻَﻓاَذَﮭَﻟﺎَﻘَﻔِﮭِﺗَﻓَﻼِﺧﯾِﻓِزﯾِزَﻌْﻟاِدْﺑَﻌَﻧْﺑَرَﻣُﻌِﮭِﺑُﺗْﺛ ﱠدَﺣَﻔٌﻌِﻓﺎَﻧَﻟﺎَﻘﯾِﻧَزﺎََﺟﺄَﻓًﺔَﻧَﺳَةَرْﺷَﻌَﺳْﻣَﺧُﻧ ِرﯾِﺑَﻛْﻟاَوِرﯾِﻐ ﱠﺻﻟﺎَﻧْﯾَﺑﺎ
Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan
kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Mu'awiyah dan Abu Usamah,
mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari
8Sulaiman bin al-asy’ab bin Saddad bin Amru Abu Dawud, Sunan Abu Dawud (t.tp.,t.th), Juz
13, h. 54.
6Nafi' dari Ibnu Umar berkata;"Aku dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam pada saat perang Uhud dan di saat itu usiaku baru empat
belas tahun. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam belum
mengizinkanku untuk ikut berperang. Kemudian aku dihadapkan kembali
pada saat perang Khandaq dan saat itu usiaku sudah genap lima belas tahun,
maka beliau memperkenankanku ikut berperang. Nafi berkata; Lantas aku
ceritakan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahannya, dan
ia berkata; "Ini adalah pemisah antara anak kecil dan orang dewasa."9
Memperhatikan kedua hadis diatas dapat diambil pemahaman bahwa batas
usia 15 tahun adalah awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki, karena biasanya pada
usia tersebut anak laki-laki telah keluar air mani melalui mimpinya. Adapun bagi
perempuan, usia 19 tahun untuk daerah madinah, telah dianggap memiliki
kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh
Rasulullah saw.,
 ﻰﯿﺤﯾ لﺎﻗ ) ﺐﯾﺮﻛ ﻮﺑأو ﺔﺒﯿﺷ ﻲﺑأ ﻦﺑ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأو ﻢﯿھاﺮﺑإ ﻦﺑ قﺎﺤﺳإو ﻰﯿﺤﯾ ﻦﺑ ﻰﯿﺤﯾ ﺎﻨﺛﺪﺣو
 ﻮﺑأ ﺎﻨﺛﺪﺣ ناﺮﺧﻵا لﺎﻗو ﺎﻧﺮﺒﺧأ قﺎﺤﺳإو ﻦﻋ دﻮﺳﻷا ﻦﻋ ﻢﯿھاﺮﺑإ ﻦﻋ ﺶﻤﻋﻷا ﻦﻋ ( ﺔﯾوﺎﻌﻣ
 ﻊﺴﺗ ﺖﻨﺑ ﻲھو ﺎﮭﺑ ﻰﻨﺑو ﺖﺳ ﺖﻨﺑ ﻲھو ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ﺎﮭﺟوﺰﺗ ﺖﻟﺎﻗ ﺔﺸﺋﺎﻋ
.ةﺮﺸﻋ نﺎﻤﺛ ﺖﻨﺑ ﻲھو ﺎﮭﻨﻋ تﺎﻣو
Artinya:
Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu
Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib. Yahya dan Ishaq mengatakan; Telah
mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; Telah
menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al
Aswad dari 'Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
menikahinya ketika dia berusia enam tahun dan berumah tangga dengannya
ketika berusia sembilan tahun dan tatkala beliau wafat dia berusia delapan belas
tahun.10
9Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini wa Majah Ism Abi Yazid, Sunan Ibnu
Majah (t.tp.,t.th) Juz VIII, h.47.
10Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusairy al-Naisabury, Sahih Muslim,Juz II (Bairut Daar
Ihyaa al-tarasti al-Araby) h.1038.
7Dalam perkembangan kehidupan di era modern (kontemporer) jika merujuk
pada standarisasi umur dan realitas kehidupan di zaman moderen (sekarang), maka
hal itu akan menjadi rancu dan melahirkan persolan-persoalan baru jika di terapkan
dalam konteks kehidupan era kekinian. karna dipengaruhi oleh zamanya yang
berbeda. Sehingga para pemikir kontemporer perlu menyikapi persoalan tersebut
dengan melahirkan sebuah gagasan baru tentang batasan usia perkawinan dengan
melihat maslahat yang ditimbulkanya. Untuk mengkaji maslahat dari program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diperlukanya peranan ijtihad yaitu dengan
memaksimalkan peranan akal.
Akal adalah ciptaan Allah untuk mengembangkan dan menyempurnakan
sesuatu, kemajuan manusia dapat terwujud karna manusia menggunakan akalnya.
Bagaimanapun posisi dan peranan akal dalam ajaran Islam, namun perlu ditegaskan
bahwa ia tidak boleh bergerak dan berjalan tanpa bimbingan, tanpa petunjuk.
Petunjuk itu datangnya dari Allah berupa wahyu yang membetulkan akal dalam
gerakanya.
Dengan demikian wahyu dan akal mempunyai hubungan yang erat. Namun
demikian perlu ditegaskan bahwa keduanya tidak sama dan tidak pula sederajat.
Wahyu mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi dari akal manusia. Sehingga
wahyulah yang menuntun, membimbing dan mengukur akal manusia, bukan
sebaliknya. Sehingga hukum yang dihasilkan oleh manusia tidak boleh bertentangan
dengan hukum yang disampaikan melalui wahyu. Akal pikiran manusia yang
8memenuhi syarat untuk betrijtihad dan menjadi sumber hukum Islam yang ketiga ini,
dalam kepustakaan disebut arra’yu atau ijtihad.
Secara harfiah ra’yu berarti pendapat dan pertimbangan. Seorang yang
memiliki persepsi mental dan pertimbanganyang bijaksana disebut ra’yu (dzul ra’y).
Dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran atau ra’yu untuk berijtihad dalam
pengembangan hukum Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4: 59.
                      
                     
  
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.11
Surat an-Nisa ayat 59 tersebut mewajibkan juga orang mengikuti ketentuan
ulil amri (orang yang mempunyai kekuasaan) atau “penguasa” mereka.  Sebagai
contoh dalam sebuah hadits Mu’az yang sangat populer bahwa Mu’az sebagai
penguasa (ulil amri) di Yaman di benarkan oleh Nabi saw., menggunakan ra’yu
untuk berijtihad. Dan contoh yang lain yang diberikan oleh ulil amri lain yakni
khalifah II Umar bin Khattab, beberapa tahun setelah Nabi Muhammad saw., wafat,
11Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h.  114
9dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang tumbuh dalam masyarakat pada
awal perkembangan Islam.
Perkataan ijtihad (dalam bahasa arab) berasal dari kata jahada artinya
bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha (Othman Ishak,
1980: 1). Dalam hubunganya dengan hukum ijtihad adalah usaha atau ikhtiyar yang
sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan
oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang
belum jelas atau tidak ada ketentuanya dalam al-Qur’an dan Sunnah
Rasulullah.Orang yang berijtihad disebut mujtahid.
Dalam sejarah, banyak mujtahid yang muncul dan berjasa mengembangkan
hukum Islam. Para penulis sejarah mengadakan klasifikasi dan menentukan peringkat
mereka berdasarkan kriteria yang mereka adakan.Ibnul Qayyim al-Jauziyah (1292-
1356) menggolongkanya kedalam empat tingkat saja, yakni (1) mujtahid mutlak, (2)
mujtahid mazhab, (3) mujtahid fatwa, (4) muqallil atau disebut juga dengan istilah
tarjih.
Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa,
karena Islam dan umat Islam berkembang pula dari zaman ke zaman sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang berkembang itu, senantiasa
muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya.
Hal ini hanya dapat dilakukan dengan ijtihad. Seorang pemikir Islam terkemuka
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(yang menjadi salah satu pendorong berdirinya Negara Islam Pakistan), yakni
Muhammad Iqbal (m.d 1938M) menyebut ijtihad sebagai the principle of movement
dalam struktur ajaran agama Islam, karena dengan ijtihad hukum Islam dapat
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di setiap zaman.
Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad
dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. diantara metode
atau cara berijtihad adalah  (1) ijmak, (2) Qiyas, (3) istidal, (4) almasalil almursalah,
(5) istihsan, (6) istishab, dan (7) urf.12
Salah satu dari metode tersebut adalah al-masallil al-mursalah atau disebut
juga masalahat mursalah atau singkatnya maslahat merupakan pokok kajian penulis
dalam pembahasan ini merupakan cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak
terdapat ketentuanya baik dalam al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab Hadist,
berdasarkan petimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Sebagai
contoh adalah program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang digagas dan
menjadi salah satu program Nasional dari Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) RI termasuk di Badan Kelurga Berencana (BKB)
Kota Makassar tempat penelitian penulis.
Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya
untukmeningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga padasaat perkawinan
12Mohammad Daud Ali, Hukum Islam..,h. 113-120.
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mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan
usia inidianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupunperkembangan
emosional untuk menghadapi kehidupanberkeluarga. PUP bukan sekedar menunda
perkawinan sampaiusia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agarkehamilan
pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal
mendewasakan usia perkawinannya,maka diupayakan adanya penundaan kelahiran
anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini dalam istilah
KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulanmadu menjadi tahun madu.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah tersebut, maka
masalah pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan maslahat dalam
perspektif fiqih kontemporer terhadap program pendewasaan usia perkawinan pada
Badan Keluarga Berencana (BKB)Kota Makassar?” Untuk mengkaji masalah pokok
tersebut, maka penulis merumuskan sub-sub masalahsebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan
(PUP)?
2. Bagaimana pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
pada Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar ?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Badan Keluarga Berencana
(BKB) bagi masyarakat Kota Makassar ?
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang
sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini.
Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah
menyelidiki,mempelajari, dan sebagainya).13
Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb);
faedah: guna.
Fiqh adalah pengetahuan, pemahaman dan komprehensi yang merujuk pada
aturan hukum para ahli hukum Islam berdasarkan pengetahuan mereka tentang
syariah sebagai sumber hukum tersier (ketiga) setelahal-Qur’an dan as-Sunnah.14
Kontemporer adalah pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa
kini; dewasa ini.
Program adalah ketentuan rencana dari pemerintah; acara; rencana;
rancangan (kegiatan).15
Pendewasaan adalah proses, cara, perbuatan menjadikan dewasa.
13M. Dahlan. Y. Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, Kamus Induk Istilah Ilmiah (Surabaya:
Target Pres Surabaya), h. 550.
14M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h.
208.
15 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001),
h. 635.
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Usia atau umur didalam bahasa Indonesia berarti “ada sejak dilahirkan atau
sejak diadakan”. Pada penulisan ini , usia berarti umur calon mempelai laki-laki atau
mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan.16
Perkawinan atau didalam Islam dikenal dengan “pernikahan” mempunyai
akar kata kawin yang didalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti
perjodohan antara laki-laki dan wanita menjadi suami istri. Syariat Islam mengartikan
perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk
hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga
yang kekal , santun dan menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.
2. Deskripsi Fokus
Pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas pada aspek maslahat dari
program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)dan fokus pada wilayah Kota
Makassar, meskipun program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan
program nasional, agar memudahkan penulis dalam membahas dan mengkaji
eksistensi program tersebut sehingga bisa berjalan maksimal.
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan berbagai referensi atau rujukan
yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, sebelum
melakukan penelitian penulis telah mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang
berkaitan dengan judul peneliti, diantaranya :
16Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. I;
Yogyakarta: PN. Balai Pustaka, 1998), h. 997.
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Fiqih Munakahat oleh Abdul Rahman Ghozali, buku ini membahas tentang
dasar-dasar umum perkawinan serta akibat hukumnya dengan pendekatan undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Ushul Fiqh oleh Amir Syarifuddin, buku ini membahas tentang kaidah ushul
fiqih sebagai acuan dalam menemukan hukum.
Kaidah-kaidah Fikiholeh A. Djazuli buku ini banyak membahas tentang
bagaimana sikap fikih dalam menyikapi persoalan-persoalan baru.
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan oleh Amir Syarifuddin, buku ini menjelaskan fiqh munakahat
dan hukum perkawinan dengan melakukan pendekatan perspektif ulama mazhab yang
meliputi (hanafi, maliki, syafi’iy, hambali, zhahiri dan syi’ah imamiyah) dan undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Nasehat Perkawinan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
NTB, buku ini berisi panduan membangun rumah tangga bagi suami istri yang akan
melangsungkan perkawinan.
Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam oleh Muhammad Amin Summa, buku
ini menjelaskan tentang hukum keluarga Islam, perkawinan,  kewarisan, wasiat,
perwalian dan pengampuan serta pemberlakuan hukum keluarga Islam di dunia islam.
Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan olehKamal Mukhti, buku ini
menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pekawinan menurut
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ajaran Islam, serta pendapat ahli fiqih dalam masalah perkawinan yang dianggap
penting menurut normatif hukum Islam di Indonesia, Mesir, Syria, Iraq dan lain-lain.
Ilmu Ushul Fiqh oleh Abdul Wahab Khallaf, buku ini berisi perbandingan
umum antara ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh, dimana dari perbandingan  itu akan
menjadi jelas: definisi fiqh dan ushul fiqh, objek dan tujuan dari mempelajari
keduanya,  pertumbuhan dan perkembangan masing-masing dari kedua ilmu tersebut.
Bagian pertama mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar pengembangan hukum-
hukum syar’iyyah, bagian kedua :mengenai pembahasan hukum syar’iyyah yang
empat. Bagian yang ketiga berisi tentang kaidah-kaidah pokok kebahasaan yang
dijadikan pedoman dalam memahami hukum dari berbagai nas nya.Bagian yang ke-
empat berisi tentang kaidah-kaidah ushuliah tasyri iyyah (pokok pokok pembentukan
hukum).
Dari beberapa buku rujukan diatas, dalam penjelasanya belum ada
pembahasan yang membahas secara detail dengan permasalahan yang ada. Akan
tetapi, terdapat beberapa pembahasan yang menjadi inspirasi bagi penulis, sehingga
penulis tertarik untuk membahas dan tetap mengacu pada pokok permasalahan yang
terdapat dalam buku tersebut. Di samping itupula belum ada penulis lain yang
membahasnya.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
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a. Untuk mengetahuiprogram Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada
Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar.
b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) pada Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota
Makassar.
c. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Badan Keluarga Berencana
(BKB) Kota Makassar.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian :
a. Kegunaan teoretis
Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran
bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada
khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan
membantu dalam menyelesaikan masalah program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) pada Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar.
b. Kegunaan Praktis
1. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Badan Keluarga Berencana
(BKB) Kota Makassar.
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2. Untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Badan Keluarga Berencana
(BKB) Kota Makassar.
3. Untuk memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya
program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Badan Keluarga
Berencana (BKB) Kota Makassar.
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
BAB I adalah terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, tujuan dan kegunaan
penelitian dan garis-garis besar isi.
BAB II  membahas mengenai tinjauan teoretis yang meliputi tinjauan umum
tentang perkawinan, tinjauan umum tentang konsep maslahah.
BAB III membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis dan
lokasi penelitian, metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode
pengolahan data dan metode analisis data.
BAB IV membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran umum
lokasi penelitian, pengertian program pendewasaan usia perkawinan, pelaksanaan
program pendewasaan usia perkawinan pada badan keluarga berencana kota
Makassar, danpak pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan pada Badan
Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar bagi masyarakat Kota Makassar.
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BAB V membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan implikasi
penelitian.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Tinjauan Umum Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan dalam bahasa Indonesia  berasal dari kata “kawin” yang
berartiperjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.1 Sedangkan menurut
istilah ilmu fiqih dipakai perlakuan nikah yang berati menghimpit,menindih, atau
berkumpul.2
Menurut Ahmad Abu Zahrah bahwa :
“Nikah adalah suatu akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan saling tolong menolongantara keduanya
dengan dasar masing-masing mempunyai hak dan kewajiban”.3
Menurut Suyuti Talib menyebutkan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci
membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.4 Sedangkan
perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat
1WJS. Poerwadarminto, Kamus Bahasa Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.
453.
2Kamal Markus, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1987), h. 1.
3Muhammad Abu Zahrah, Akhwalu Syaksiyah (Mesir Darul Fikri, Arabi, k.k), h.19.
4Suyuti Talib, Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), h. 47.
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atau mitsaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan
ibadah.5
Perkawinan menuerut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.6
Jadi, jika melihat pada pengertian yang diberikan oleh para ulama maupun
berdasarkan undang-undang dapat disimpulkan bahwa perkawinan (nikah) adalah
ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah
tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan maksud tolong
menolong dan menaati perintah Allah swt.
2. Tujuan Perkawinan
Tujuan  perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam
menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terlahirnya
ketenangan lahir dan batinya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang
antara anggota keluarga.
5 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam(Cet.IV; Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 324.
6 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam,h. 2.
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Manusia diciptakan Allah swt., mempunyai naluri manusiawi yang perlu
mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah swt., untuk
mengabdikan dirinya kepada sang khalik (penciptanya) dengan segala aktifitas
hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain pemenuhan keperluan
biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya,
Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.
Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu
mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya
ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan
orang melangsungkan perkawinan  ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi
petunjuk agama.
Mengenai naluri manusia, Allah berfirman dalam Q.S Ẩli Imrân/3: 14.
                         
                              
       
Terjemahnya:
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang
diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan
hidup didunia, dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).7
7Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 64.
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Dari ayat diatas jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap
cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia
mempunyai fitrah mengenal kepada tuhanya.
Didalam Islam terdapat tingkatan atau penggolongan hukum lima macam,
yang disebut “al-ahkam al khomsah” yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh dan
haram. Kelima macam hukum tersebut berlaku bagi hukum perkawinan terhadap
kondisi yang berbeda, berikut macam-macamnya8 :
a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan
dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandaianya tidak kawin, maka
hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan
pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat
yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dilakukan dengan perkawinan,
sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib
sesuai dengan kaidah:
“sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu
hukumnya wajib juga.”
b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk
melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat
zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan
8Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010),
h. 18-21.
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menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran al-Qur’an seperti tersebut dalam
surat  an-Nur ayat 32 dan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
dari Abdullah bin Mas’ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam
terhadap perkawinan. Baik ayat al-Qur’an maupun as-Sunnah tersebut berbentuk
perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak
memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.
c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai
kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam
rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya
dan keluarganya, maka hukum melakukan perkawinan untuk orang tersebut adalah
haram. Al-Qur’an surah al-Baqorah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang
akan mendatangkan kerusakan termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila
seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita
yang dikawini itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang
lain.
d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga
cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan
dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak
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mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan
baik.
e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah
Bagi orang yang mempunyai kemampuan utuk melakukanya,  tetapi apabila
tidak melakukanya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukanya juga
tidak akan menelantarkan istri, perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk
memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan, agamanya dan
membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan yang bagi orang yang
antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan
keraguan orang yang akan melakuka perkawinan seperti mempunyai keinginan tetapi
belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan
yang kuat.
3. Hikmah Perkawinan
Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi
dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan pernikahan,
karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan
seluruh umat manusia, hanya dengan pernikahan hubungan pria dan wanita akan
menjadi sah.
Adapun hikmah pernikahan (perkawinan) menurut Sayyid  Sabiq antara lain9:
9 Sayyid Sabiq,Fiqih Sunnah, h. 10-12.
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1. Sesunggungnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya
menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskanya
maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos
jalan yang jahat. Perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling
baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia,
memperbanyak keturunan melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab
yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana
hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta
dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan
seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan
pembawaan seseorang.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi danmengatur rumah
tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung
jawab antara suami istri  dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Dengan perkawinan, diantaranya dapat  membuahkan tali kekeluargaan,
memperteguh kelanggengan rasa cinta antara kelaurga, dan memperkuat
hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.
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Karena masyarakat yang saling menunjang saling menyayangi akan terbentuk
masyarakat yang kuat dan bahagia.
4. Rukun dan Syarat Perkawinan
1. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan
Sebelum penulis mengemukakan rukun dan syarat dalam perkawinan, maka
perlu diketahui pengertian rukun dan syarat secara jelas.
Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dan menentukan sah tidaknya suatu
pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu, seperti membasuh
muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk sholat,10 atau calon pengantin laki-
laki dan perempuan dalam perkawinan.
Syarat adalah sesuatu yang mesti ada  yang menentukan sah tidaknya suatu
pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,
seperti menutup aurat dalam sholat. 11 Atau menurut Islam, calon laki-laki dan
perempuan itu harus Islam.
Menurut Husen memberipengertian rukun dan syarat yaitu:
“Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksankan termasuk bagian
dari suatu perbuatan atau ibadah keagamaan.Syarat adalah sesuatu yang harus
dipenuhi atau dilaksanakan sebelum suatu perbuatan atau ibadah dilaksanakan
dan karenanya tidak termasuk bagian dari perbuatan atau ibadah tersebut”.12
10Abdul Hamid Karim, Mahadi Awaliyah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9.
11 Abdul Hamid Karim, h. 11
12J.N.D Anderson M, Islamic Law the Modern World, diterjemahkan oleh Maenun Husain
dengan judul Hukum Islam di Dunia Modern, Edisi I (Surabaya: Amapers, 1990), h. 47.
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Dalam buku Hukum Fiqih Islam oleh M. Hasbi As-Shiddiqy dikemukakan
bahwa rukun adalah sesuatu penegak yang dialah dapat berdirisesuatu yang lain. Atau
dapat dipandang adanya sesuatu dengan adanya. 13 Sedangkan syarat adalah yang
bersangkut hasil sesuatu kepadanya adanya.14
Jadi rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum suatu
kegiatan dilakukan, karena rukun dan syarat tersebut menentukan sah atau tidaknya
suatu kegiatan ibadah.
1. Rukun Perkawinan
Menurut Imam Malik rukun nikah ada lima yaitu : wali, mas kawin, suami,
istri lafadh aqad. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa keduanya (antara
ijab dan kabul itu).
Didalam buku Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan dikemukakan
lima rukun perkawinan yaitu shigad akad, mas kawin, dua orang saksi, wali calon
mempelai dan perwakilan.15
Rukun perkawinan dan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia adalah:
a. Calon suami;
b. Calon istri
c. Wali nikah
13 T. M. Hasbi As-Siddhiqy, Hukum-Hukum FiqihIslam (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang,
1991), h. 647.
14
. Ibid, h. 648.
15 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Cet. III; Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), h. 37.
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d. Dua orang saksi
e. Ijab dan qabul16
Yang lima inilah yang biasanya di pake dalam sebuah perkawinan di
Indonesia.
2. Syarat Perkawinan
Syarat-syarat perkawinan ialah syarat-syarat yang bertalian dengan rukun-
rukun perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Adapun syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :
1. Syarat-SyaratSuami
1. Beragama Islam
2. Bukan mahram dari calon istri
3. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
4. Orangnya tertentu/ jelas orangnya
5. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
2. Syarat-Syarat Istri
a. Beragama Islam
b. Tidak ada halangan syar’i yaitu tidak bersuami, bukan mahram atau dalam
masa iddah.
c. Merdeka/ atas kemauan sendiri
16 Abdurrahman, Kompilasi Hukum  Islam (Cet. I; Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 116-
117.
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d. Jelas orangnya
e. Tidak sedang berihram haji.
3. Syarat-Syarat Wali
a. Laki-laki
b. Baliqh
c. Waras akalnya
d. Adil
e. Tidak sedang ihram haji17
5. Dasar Hukum Perkawinan
a. Al-qur’an
Perkawinan tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah swt., dan
melaksanakanya bernilai ibadah. Allah berfirman dalamQ.S An-Nur/24: 32.
                         
       
Terjemahnya :
Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.18
17Departemen Agama RI. Membina keluarga Sakinah (Makassar, 2005), h. 17.
18Departemn Agama republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 494.
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Ayat tersebut di atas mengandung perintah yang menginginkan agar laki-
laki-beristri dan perempuan bersuami baik bujangan, perawan, janda maupun duda,
hendaklah dicarikan jodoh. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian dirinya.
Dari ayat tersebut diatas ditegaskan, bahwa kemiskinan, kefakiran bukanlah suatu
sebab peniadaan perkawinan justru dengan perkawinan Allah akan memberikan
kemampuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) dengan rahmat dan
karunianya, atau dengan kata lain. Islam tidak memandang bahwa kemiskinan
sebagai alasan untuk menghalangi perkawinan (pernikahan).
Ayat ini pula memberi pelajaran tentang pola pikir yang benar kepada
masyarakat yang mengedepankan materi serta menilai kepatutan/kelayakan seseorang
untuk  menikah hanya pada aspek materi, status sosial dll. Padahal dengan
perkawinan tersebut justru memberi ruang untuk mendapatkan apa saja yang menjadi
kekhawatiran tersebut, serta sebagian besar telah kita lihat dalam realitas sosial
bagaimana pemuda yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan/penghasilan namun
memiliki keyakinan yang besar untuk menikah dan pada akhirnya Allah
memanpukannya. Terpenting adalah bagaimana niat dan keinginan tersebut harus
didasari dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dibarengi dengan semangat
kerja keras sebagai bentuk tanggung jawab karena pernikahan adalah amanah bagi
seorang suami dan amanah itu harus dijaga. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 3.
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                      
                        

Terjemahnya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya.19
Dari firman Allah swt, tersebut diatas ditentukan bahwa seseorang boleh
kawin lebih dari satu danpaling dengan banyak empat orang dengan syarat harus
mampu berlaku adil terhadap semua istri. Sedangkan jika tidak mampu berbuat adil
sebaiknya kawin dengan seorang saja. Agar terhindar dari tindakan yang
menyebabkan orang lain menderita.
b. Hadist
Dalam sebuah hadist Rasulullah saw., bersabda:
Artinya :
Dari Aisya Ra berkata : bersabda Rasulullah saw.,Nikah itu adalah sunnahku,
barangsiapa yang tidak mengerjakan sunnahku bukanlah termasuk umatku.
c. Undang-Undang
19Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
pasal 2 ayat (10) berbunyi :
“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaanya”.20
Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan diatas, maka perkawinan adalah
suatu perbuatan yang berlandaskan dengan yang autentik, baik yang bersumber dari
Al-Qur’an dah Hadist maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.
B. Tinjauan Umum Konsep Maslahat
1. Pengertian Maslahat
Mashlahah (ﺔﺤﻠﺼﻣ) (dalam bahasa Indonesia Maslahat) berasal dari dua kata (
ﺢﻠﺻ ) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik”
lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan kata salah (حﻼﺻ),
yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”21.
Mashlahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong
pada perbuatan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu
yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti
menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak dan
20Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, h. 2
21Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Cet.V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.
345.
33
menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang
mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah
mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak
atau menghindarkan kemudharatan.
Dalam  mengartikan mashlahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan
dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama22.
1. Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah berarti sesuatu
yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat
(kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah.
 َُﺔﻈَﻓﺎَﺤُﻤْﻟﺎﻴﻠﻋِدْﻮُﺼْﻘَﻣْﺮﱠﺸﻟﺎﻋ
Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).
Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu :
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Al-Syatibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi
terjadinya mashlahah dan dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada
mashlahah.
a. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan berarti :
 ٍﻣَﺎﻴِﻗِةﺎَﻴَﺤِﻧﺎَﺴْﻧِﻻاَﻮَﻣﺎَﻤَﺘِﻬِﺘَﺸْﻴَﻋَﻮِﻬِﻠْﻴَـﻧﺎَﻤِﻬْﻴِﻀْﻘَـﺗْوَاﺎَﺼُﻬُـﻓاَﻮْﻬﱠﺸﻟاُﺔﱠِﻴﺗَوُﺔﱠﻴِﻠْﻘَﻌﻟﺎﻴﻠَﻌَِﻗﻼْﻃِﻻا ْﺮَـَﻳﺎﻤُﻌِﺠَﯩﻟِﺎ
22Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 345
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Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna
hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan artinya
secara mutlak.
b. Dari segi bergantungnya tuntutan syara’ kepada mashlahah yaitu
kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’.
Untuk menghasilkanya Allah menuntut manusia berbuat.
3. Al-Thufi, menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya
al-Maqaashd al-Ammah li al–Syarî’ati al-Islâmîyah mendefinisikan
mashlahah sebagai berikut :
 ْﻘَﻤِِﻋرﺎﱠﺸﻟاًةَدﺎَﺒِﻋْوَاﺎَﻋًةَد ٌَةرﺎَﺒِﻌِﻨَﻌِﺒَﺒﱠﺴﻟﺎﯨﱢدَﺆُﻤﻟﺎَﯩﻟِاِدْﻮُﺼ
Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk
ibadat atau adat.
Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari Al-Gazali
yang memandang mashlahah dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang dapat
membawa pada tujuan syara’.
Dari beberapa definisi tentang mashlahah dengan rumusan berbeda
tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah suatu yang dipandang
baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari
keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam
menetapkan hukum.
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Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara mashlahah
dalam pengertian bahasa (umum) dengan mashlahah dalam pengertian
hukum/ syara’ perbedaanya terlihat dari segi tujuan syara’ yang dijadikan
rujukan.
Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab al-Maqashid menjelaskan
keistimewaan mashlahah syar’i itu sendiri dibandingkan dengan mashlahah
dalam arti umum sebagai berikut:
1. Yang menjadi sandaran dari mashlahah itu selalu petunjuk syara’,
bukan semata berdasar akal manusia, karena akal manusia itu tidak
sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan
tempat, serta selalu mempengaruhi lingkungan dan dorongan hawa
nafsu.
2. Pengertian mashlahah atau buruk dan baik dalam pandangan syara’
tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;
tidak hanya untuk kepentingan muslim tetapi berlaku untuk sepanjang
masa.
3. Mashlahahdalam arti syara’ tidak terbatas pada rasa enak dan tidak
enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak
dalam artian mental spiritual atau secara ruhaniah.
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2. Macam-Macam Maslahat (Mashlahah)
Sebagaimana dijelakan diatas bahwa mashlahah dalam arti syara’ bukan
hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu,
bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan;
tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus
sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima fungsi
pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan
ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau mashlahah karena dapat
menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah dijalan dengan
tujuan syara’ dalam menetapkan haramnya minuman keras, yaitu memelihara akal
manusia sebagai salah satu lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus
dipelihara.
Kekuatan mashlahah dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum, yang berkaitan-secara langsung atau tidak langsung-dengan lima prinsip
pokok bagi kehidupan manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturuanan, dan harta.Juga
dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima
hal tersebut23.
23Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 349-354.
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1. Dari segi kekuatanya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum,
mashlahahada tiga macama, yaitu : mashlahah dharûryah, mashlahah
hâjiyah dan mashhhah tahsîniyah.
a. Mashlahah dharûriyah,( ﺔﺤﻠﺼﻤﻟاﺔﯾروﺮﻀﻟا) adalah kemaslahatan yang
keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya
kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip
yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin
atau menuju pada keberadan lima prinsip tersebut adalah baik atau
mashlahah dalam tingkat darûri.
b. Mashlahah hâjiyah,( ﺔﺤﻠﺼﻤﻟاﺔﯿﺟﺎﺤﻟا) adalah kemaslahatan yang tingkat
kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dâruri.
Bentuk kemaslahatanya tidak secara  langsung bagi pembunuhan
kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara tidak langsung
menuju kearah sana. Seperti hal yang memberi kemudahan bagi
pembunuhan bagi kebutuhan hidup manusia.Mashlahah hâjiyah juga
jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara
langsung tidak menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut,
tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.
c. Mashlalah Tashîniyah( ﺔﺤﻠﺼﻤﻟاﺔﺴﻨﯿﺴﺤﺘﻟا), adalah kemaslahatan yang
kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dâruri, juga
tidak sampai tingkat hâji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi
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dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup
manusia.Mashlahahdalam bentuk tahsinitersebut, juga berkaitan
dengan lima kebutuhan pokok manusia.
Tiga bentuk mashlahah tersebut, secara berurutan menggambarkan
tingkatan peringkat kekuatanya. Yang kuat adalah mashlalahdâruriyah,
kemudian dibawahnya mashlalah hâjiyah, dan berikutnya mashlahah
tahsiniyah. Darûriyah yang lima itu juga berada pada tingkat kekuatanya, yang
secara berurutan adalah : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, perbedaan
tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antara
sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan dâruri atas hâji; dan didahulukan
hâji atas tahsîni.
Begitu pula bila terjadi pembenturan antara sesama yang dharûri
tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad dijalan
Allah, disyariatkan untuk menegakkan Agama meskipun dengan
mengorbankan harta sebagaimana tersebut dalam ( Q.S Al-Maidah/5 : 41).
2. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu
dengan tuntunan syara’ dalam menetapkan hukum, di tinjau dari maksud
usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu di sebut juga
munajib atau keserasian mashlahahdengan tujuan hukum.
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Mashlahahdalam artian munâsib itu dari segi pembuat hukum (syar’i)
memerhatikannya atau tidak, mashlahah terbagi kepada tiga macam. yaitu:
a. Mashlahahal-Mu’tabarah (ﺔﺤﻠﺼﻤﻟاﺮﺒﺘﻌﻤﻟا) yaitu mashlahah yang
perhitungkan oleh syar’i. maksudnya, ada petunjuk dari syar’, baik
langsung maupun tidak langsung, yang menunjukan penunjuk pada
adanya mashlahahyang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
Dari langsung tidak langsunya petunjuk (dalil) terhadap mashlahah
tersebut, mashlahah terbagi dua:
1. Munâsib mu’atstsir ( ﺐﺳﺎﻨﻤﻟاﺮﺜﺌﻤﻟا), yaitu ada petunjuk langsung dari
pembuat hukum syar’iyang memerhatikan mashlahah tersebut.
Maksudnya ada petunjuk syara’ dalam bentuk nash atau ijma’
yangmenetapkan bahwa mashlahah itu dijadikan alasan dalam
menetapkan hukum.
2. Munâsib mulâim (ﻢﺋﻼﻤﻟا ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا), yaitu tidak ada petunjuk langsung
dari syara’ baik dalam bentuk nash mauapun ijma’ tentang
perhatian syara’ terhadap mashlahah tersebut, namun secara tidak
langsung ada. Masksudnya meskipun syara’ secara tidak langsung
menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum
yang disebutkan, namun ada petunjuk syara’ bahwa keadaan itulah
yang ditetapkan syara’ sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.
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b. Mashlahah al-Mulghah ( ةﺎﻐﻠﻤﻟا ﺔﻠﺼﻤﻟا), atau mashlahah yang ditolak,
yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak
diperhatikan oleh syara’. Dan ada petunjuk syara’ yang menolaknya.
Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan
tujuan syara’, namun ternyata syara’ menetapkan hukum yang berbeda
dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu. Umpamanya seorang raja
atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu
mencampuri istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Untuk orang
ini saknsi yang paling baik adalah disuruh puasa 2 buulan berturut-
turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera
melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk
akal, bahkan sejalan dengan tujuan syar’i dalam menetapkan hukum,
yaiu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa
yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut
syar’i bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu
harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang
kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.
c. Maslahah al-Mursalah ( ﺮﻤﻟا ﺔﻠﺼﻤﻟا ﺔﻠﺳ ) atau yang juga biasa disebut
istishlah,( حﻼﺼﺘﺳﻻا ) yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum; namun tidak ada
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petunjuk syara’ yang memperhitungkanya dan tidak ada pula petunjuk
syara’ yangb menolaknya.
Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan mashlahah mu’tabarah
sebagaimana juga mereka sepakat menolak mashlahah mulghah,
menggunakan mashlahah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan
yang berkepanjangan dikalangan ulama.
Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya
dalam bentuk sifat-maunshuf , atau dalam bentuk khusus yang menunjukan
bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah. Tentang arti mashlahah telah
dijelaskan di atas, secara etimologi (bahasa) dan terminologis (istilah).
Al-mursalah ( ﺔﻠﺳﺮﻤﻟا ) dalam isim maf’ul (objek) dari fi’il madhi (kata
dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu ﻞﺳر, dengan
penambahan huruf “alif” sui pangkalnya, sehingga menjadi ﻞﺳرا, secara
etimologis (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam arti ﺔﻘﻠﻄﻣ (bebas). Kata
“terlepas” dan “bebas” disini bila di hubungkan dengan kata mashlahat
maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukan
boleh atau tidak bolehnya dilakukan”24.
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 354-356.
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Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang mashlahah
mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan
pengertianya diantara definisi tersebut adalah :
1. Al-Ghazali dalam kitab almustasyfa merumuskan mashlahah mursalah
sebagai berikut :
 ْﻢَﻟﺎَﻣْﺪَﻬْﺸَﻴُﻬَﻠَـﻨِﻤِﻋﺮﱠﺸﻟاﺎِِﺒﻧَﻼْﻄُﺒَْﻟﻻَوِﺎﺑﺎَﺒِﺘْﻋ ِِْﻻﺮٌﻀَﻨَـﻨﱠـﻴَﻌُﻣ
Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dal;am bentuk
yang membatalkanya dan tidak ada yang memperhatikanya.
2. Al-Syukaini dalam kitab Irsad al-Fuhul memberikan definisi :
ﺎَﻨُﻤْﻟﺎُﺒِﺴﯨِﺬﱠﻟَاﻼُﻤَﻠْﻌَـﻴـﱠَﻧِارﺎﱠﺸﻟﺎَﻌُﻫﺎَﻐَْﻟاِوَﺎُﻫَﺮَـﺒَﺘْﻋا
Mashlahah yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau
memperhitungkanya.
3. Ibnu Qudamahdari ulama Hanbali memberi rumusan :
 َِاﻻَوٌرﺎَﺒِﺘْﻋِﺎُﻨ ﱢـﻴَﻌُﻣﺎَﻤْﻤَﻟْﺪَﻬْﺸَﻴُﻬٌَﻠﻟَﺎﻄْﺑ
Mashlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkanya dan
tidak pula memperhatikanya
4. Abd. al-Wahab al-Kallaf memberi rumusan berikut :
ﺎَﻤْﻤَﻟِﺪَﻬْﺸَﻴُﻋَﻼْﻄُِﺒَﻟﻻﺎَِﻬَﻧﻻَوِرﺎَﺒَﺘْﻋِﻻﺎَﻫ
Mashlahah mursalah ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ dating untuk
mengakuinya atau menolaknya.
Selain definisi diatas, masih banyak definisi lainya tentang mashlahah
mursalah, namun karena pengertianya hamper bersamaan, tidak perlu
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dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun
perbedaanya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.
Dari rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat
dari mashlahah mursalahtersebut, sebagai berikut :
1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat
mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu juga sejalan dan selaras dengan tujuan
syara’ dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’
tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khsusus yang menolaknya, juga
tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.
3. Mashlahah Mursalah sebagai Metode Ijtihad
Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan mashlahah al-mu’tabarah, namun
tidak menempatkanya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan
karena adanya petunjuk syara´ yang mengakuinya, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Pengakuan akan maslhahah dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad
karena adanaya pentunjuk syara’ tersebut. Ia di amalkan dalam rangka pengamalan
qiyas.
Demikian pula terdapat kesepakatan untuk tidak menggunakan mashlahah al-
mulghah, dalam berijtihad. Karena meskipun ada mashlahahnya menurut akal dan
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sejalan pula dengan tujuansyara’namun bertentangan dengan dalil yang ada.
Menurut jumhur ulama, bila terdapat pertentangan  antaranash dengan mashlahah,
maka nash harus di dahulukan dari mashlahah. Tetapi al-Thufi (dinukilkan oleh al-
khallaf) berpendapat, bahwa bila nash dan ijma’ sejalan dengan pertimbangan untuk
memelihara mashlahah, maka mashlahah tersebut dapat diamalkan karena dalam hal
ini ada tiga unsur yang mendukungnya untuk dijadikan ketetapan hukum, yaitu :nash
dan mashlahah, namun bila nash dan ijma’ menyalahi pertimbangan mashlahah
tersebut, maka harus didahulukan pertimbangan untuk mashlahah daripada nash dan
ijma’. Tentunya yang dimaksud dengan nash disini adalah nash yang lemah atau
zhanni dari segi wurud-nya dan dari segi dilalah-nya. Demikian pula yang dimaksud
dengan ijma disini kiranya ijma’ yang lemah25.
Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan
mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus
yang menyatakan diterimanya mashlahah itu oleh syar’ibaik secara langsung maupun
tidak langsung, karena sebagaimana disebutkan diatas bahwa diamalkanya mashlahah
itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan syar’i, meskipun secara tidak
langsung, digunakannya mashlahah itu bukan karena semata ia adalah mashlahah,
tetapi karena adanya dalil syara’ yang mendukungnya.
Disamping itu ulama dan penulis ushul fiqih pun berbeda pandangan dalam
menukilkan pendapat mazhab. Imam Malik beserta penganut Mazhab Maliki adalah
25Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 357-362.
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kelompok yang secara jelas menggunakan mashlahah mursalah sebagai metode
ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, mashlahah mursalah juga digunakan oleh
kalangan ulama non Maliki sebagaimana diutarakan oleh al-Syatibi dalam kitab al-
‘itisham juga digunakan oleh kalangan ulama non maliki seperti diutarakan oleh Ibnu
Qudamah, al-Razi, al-Ghazali, dalam kitabnya.
Tentang pandangan ulama Hanafi terhadap mashlahah mursalah ini terdapat
penukilan yang berbeda menurut al-Midi, banyak ulama yang beranggapan bahwa
ulama Hanafi tidak mengamalkanya. Namun menurut Ibnu Qudama, seagian ulama
Hanafi menggunakan maslahah mursalah. Tanpaknya ulama yang beranggapan
bahwa sebagian ulama Hanafiyah mengamalkan mashlahah mursalah ini lebih tepat,
karena kedekatan metode ini dengan istihsan yang populer dikalangan ulama
Hanafiyah.
Ulama Syafi’iyah tanpaknya tidak menggunakan mashlahah mursalah ini
dalam berijtihad. Pendapat ini didukung oleh al-Midi dan Ibnu al-Hajib dalam
kitabnya al-Bidakhsyi. Imam Syafi’i sendiri tidak menyinggung metode ini dalam
kitab standarnya, al-Risalah. Ibnu Subki sebagai pengikut Syafi’i tidak membahas
mashlahah mursalah dalam pembahasan tersendiri, tetapi menyinggunya dalam
bahasan tentang persyaratan al-‘illah, dia sendiri menggunakan istilah al-munâshib
al-mursalah sebagai pengganti istilah mashlahah mursalah.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap ulama mengenai
penggunaan mashlahah mursalah dalam berijtihad terbagi dalam dua kelompok.
Pertama kelompok yang menolak penggunaaan mashlahah mursalah, yang oleh al-
Midi digolongkan kepada mayoritas (jumhur) ulama, kedua kelompok yang
menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan mashlahah
mursalah.
Kelompok yang menggunakan mashlahah mursalah ini tidaklah
menggunakanya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat.
Yang merupakan syarat umum adalah bahwa mashlahah mursalahitu hanya
digunakan pada saat tidak ditemukan nashsebagai bahan rujukan.
Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan
mashlahah mursalah, diantaranya :
1. Mashlahah mursalah itu adalah mashlahah yang hakiki dan bersifat
umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul
mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari
manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashahah yang hakiki betul-betul
telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam menetapkan setiap
hukum, yaitu mwujudkan kemashlatan bagi umat manusia.
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3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan telah
sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu tidak
berbenturan dengan dalil syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk nashal-
Qur’an dan Sunnah, maupun ijma’ ulama terdahulu.
4. Mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan,
yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka
umat akan berada dalam kesempitan hidup dengan arti harus ditempuh
untuk menghindarkan umat dari kesulitan.
Dari persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan mashlahah
mursalah dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski
bagaimana juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam
hal-hal yang pada wakrtu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.
Untuk menguatkan pendapatnya atas boleh tidaknya menggunakan
mashlahah mursalah, yang masing-masing kelompok ini mengemukakan
argumentasi, yang kebanyakan berbentuk argumen rasional.
Argumentasi kalangan ulama yang menggunakan mashlahah mursalah,
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Adanya takrir (pengakuan) nabi atas penjelasan Mu’adz Ibn Jabal yang
akan menggunakan ijtihad bi al-ra’yi bila tidak menemukan ayat al-
Qur’an dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan kasus hukum.
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2. Adanya amaliah dan praktek yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi
tentang penggunaaan mashlahah mursalah sebagai suatu keadaan yang
sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
Umpanya : pemilihan Abubakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh
sahabat-sahabat Nabi; pembentukan dewan-dewan dan pencetakan  mata
uang dimasa Umar ibn Khattab; peyatuan cara baca al-Qur’an (qirâat)
pada masa Utsman dan lainya.
3. Suatu mashlahah bila telah nyata kemashlahatanya dan telah sejalan
dengan maksud pembuat hukum (syar’i) maka menggunakan mashlahah
tersebut berati telah memenuhi tujuan syar’i, meskipun tidak ada dalil
khusus yang mendukungnya.
4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh
menggunakan metode mashlahah mursalah, maka akan menempatkan
umat dalam kesulitan padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan
untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan (baca Surah al-Baqorah/2 :
185).
Kelompok ulama yang menolak mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad
mengemukakan argumentasi yang di antaranya adalah :
1. Bila suatu mashlahah ada petunjuk syar’i yang membenarkanya atau yang
disebut mu’tabarah maka ia telah termasuk dalamumumnya qiyas.
Seandainya tidak ada pentunjuk syara’ yang membenarkanya, maka ia
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tidak mungkin disebut sebagai suatu mashlahah. Mengamalkan sesuatu
yang diluar petunjuk syara’berarti mengakui akan kurang lengkapnya al-
Qur’an maupun sunnah Nabi. hal ini juga berarti tidak mengakui
kesempurnaan risalah Nabi. Padahal al-Qur’an dan sunnah Nabi
menyatakan bahwa al-Qur’an dan sunnah itu telah sempurna dan meliputi
semua hal.
2. Beramal dengan mashlahah yang tidak mendapat pengakuan tersendiri
dari nash akan membawa kepada pengalaman hukum yang berlandaskan
pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah
lazim dalam prinsip-prinsip Islami. Keberatan al-Ghazali untuk
menggunakan istihshan dan mashlahah mursalah sebenarnya karena tidak
ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (talazzuz) dan beliau
menetapkan syarat yang  berat untuk penetapan hukum.
3. Menggunakan mashlahah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nashakan
mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang
dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang
demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu “tidak
boleh merusak, juga tidak ada yang rusak”.
4. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan mashlahah yang tidak mendapat
dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya
hukum syara’karena alasan berubahnya waktu dan berlainnya tempat
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berlakunya hukum syara’, juga karena berlainan antara seseorang dengan
orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum. Hal
ini tidak sejalan dengan prinsip hukum syara’ yang universal serta
meliputi semua umat Islam.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu
penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang akan
dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dimana dalam skripsi
ini yang akan menjadi objek penelitian yaitu bagaimana konsep maslahat dari
program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Badan Keluarga Berencana
(BKB) Kota Makassar.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota
Makassar yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 2 Lt.5 Makassar. Pilihan lokasi
penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan
penggerak dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta menyimpan
dokumen yang diperlukan oleh penulis.
B. Metode Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Yuridis
Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan
diteliti yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
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(KHI) dan peraturan-pearturan yang menjadi dasar hukum pembentukan Badan
Keluarga Berencana Kota Makassar.
2. Pendekatan Teologi Normatif (syar’i)
Pendekatan teologi normatif yaitu pendekatan terhadap hukum Islam yang ada
hubunganya dengan masalah yang akan diteliti. Seperti yang diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Fatwa ulama dan para pakar hukum Islam.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data
kualitatif merupakan jenis data yang mengkategorikan data secara deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari arsip Badan Keluarga Berencana (BKB)
kota Makassar dan melalui interview (wawancara) dengan kepala/staf yang
membidangi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Kementerian Agama
Kota Makassar, pemikir/guru besar hukum Islam serta masyarakat yang secara
langsung melakukan perkawinan.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan
lainya seperti blog, artikel, jurnal dan surat kabar.
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D. MetodePengolahan Data
Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan
kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga di peroleh suatu
pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai
berikut: pertama adalah identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap
data yang langsung diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah
semua data sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data
selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa dan menempatkan
data tersebut kedalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan
rumusan masalah agar data dapat dipertanggung jawabkan. Kedua verifikasi data
yakni meneliti keabsahan data.
E. Metode Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis dan Administrasi
Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar merupakan perwakilan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang beralamat
di Jln.Ahmad Yani No. 2 Lt.5 Makassar. Badan Keluarga Berecana Kota Makassar
memiliki 3 bidang utama dalam pelaksanaan program kerja di antaranya : Bidang
pengendalian keluarga berencana, bidang penggerakan masyarakat dan bidang
pengendalian keluarga sejahtera, ketiga bidang utama tersebut mengakomodir
berbagai macam program diantaranya ialah program Pendewasaan usia Perkawinan
(PUP).1
Badan Keluarga Berencana (BKB) dalam operasionalnya sebagai lembaga
Negara bergerak dengan dasar hukum pembentukanya sebagai berikut :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Keluarga Berencana
Kota Makassar
1 Abd. Haris, Kepala Bidang Program  Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana
(BKB) Kota Makassar, Wawancara, 27 April 2015.
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c. Peraturan Walikota Makassar Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural Badan Keluarga Berencana Kota Makassar
d. Peraturan Walikota Makassar Nomor : 77 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis
UPT Pengendali Program KB tingkat Kecamatan pada Badan Keluarga
Berencana Kota Makassar
2. Visi dan Misi
Visi dan Misi merupakan hal penting yang harus ada dalam sebuah
organisasi karena dengan misi mengarahkan proses kerja, menjadi standar dalam
pelaksanaan program serta untuk mengukur dari hasil kerja.
Adapun Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana Kota Makassar (BKB)
yaitu :
1. Visi :
Mewujudkan Kehidupan Keluarga Terencana yang Sehat dan Nyaman
2. Misi :
Berdasarkan pengertian pokok Visi tersebut, maka dirumuskan Misi
sebagai berikut:
1. Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi secara sistematis.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelola program keluarga
berencana.
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3. Mendorong  stakeholder dan mitra kerja dalam penyiapan
kehidupan berkeluarga, pemenuhan hak–hak reproduksi,
peningkatan ketahanan keluarga  dan pelayanan keluarga
berencana
4. Peningkatan kualitas penyediaan sarana dan analisa data dan
informasi program keluarga berencana
3. Tugas Pokok Badan Keluarga Berencana
Badan Keluarga Berencana memiliki tugas pokok untuk : merumuskan,
membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan di bidang keluarga
berencana meliputi :
1. Bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana
2. Pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga,
3. Pergerakan masyarakat
4. Pengolahan data.
4. Fungsi Badan Keluarga Berencana
Adapun fungsi badan Keluarga Berencana Kota Makassar adalah :
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengendalian program jaminan dan
pelayanan keluarga berencana;
b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga
sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
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c. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama terhadap
pergerakan dan peran serta masyarakat dalam program Keluarga
Berencana;
d. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan bidang pengolahan
data program keluarga berencana;
e. Penyusunan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan koordinasi antar
satuan kerja perangkat daerah dan penyusunan  program  keluarga
berencana, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga sejahtera;
f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya;
g. Pelaksanaan kesekretariatan;
h. Pembinaan unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional
5. Program
Badan keluarga berencana secara umum terdiri dari 4 program utama
yaitu:
1. Bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana
2. Pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
3. Pergerakan masyarakat
4. Pengolahan data.
58
Dari keempat program utama tersebut terbagi lagi dalambeberapa
kegiatansetiap bidangnya, diantaranya :
1. Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana
a. Kegiatan promosi kelangsungan bayi dan anak (KHIBA)
b. Kegiatan sosialisasi KB bagi pria
c. Manunggal TNI KB kesehatan
d. Manunggal TNI BHAYANGKARI
e. Manunggal PKK KB Kesehatan
f. Kegiatan organisasi profesi
g. Kegiatan program kesehatan reproduksi remaja
h. Kegiatan pendewasaan usia perkawinan PUP) bagi remaja
i. Kegiatan kesehatan reproduksi bagi siswa sekolah
j. Pelayanan TKBK mobile
k. Pembinaan KB
2. Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
a. Orientasi tumbuh Kembang anak bagi kader BKB
b. Lomba pengelola dan pelaksanaan program KB
c. Kegiatan kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan (pernah Juara 1
TK.Provinsi Sul-Sel dan Juara II Tk. Nasional )
d. Lomba olahraga dan seni dalam rangka HARGANAS XXI (pernah
Juara umum II TK. Provinsi Sul-sel)
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e. Pembinaan dan pengembangan BKB HI
f. Orientasi saka kencana bagi anggota saka kencana
g. Operasional kelompok BKB  HI
h. Pembinaan paket kegiatan KB  lokasi lomba kelurahan terpadu
P2WKSS
3. Bidang Penggerakan Masyarakat
a. Pelayanan KIE melalui Media (Media Elektronik : Spot TV tayang,
Spot Radio Tayang dan Media Cetak : koran, leafleat, brosur, poster,
baliho bill board, baliho neon box)
b. Pelayanan KIE melalui mobil unit penerangan(MUPEN) dilakukan
dengan carav Penyuluhan / pemutaran film pada wilayah kumuh
c. MUSREMBANG (Penyuluhan KB melalui MUSREMBANG bagi
kepala keluarga).
d. Pembinaan Institusi 14 Kecamatan
4. Bidang Pengolahan Data
a. Pengolahan data program KB
b. Pengolahan data klinik KB
c. Pemantauan pencatatan dan pelaporan
d. Evaluasi dan monitoring program KB
e. Pelaksanaan pendataan keluarga Tahun 2014
f. Sosialisasi pencatatan dan pelaporan klinik KB
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g. Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan (DALAP)
h. Pengolahan Data Pendataan keluarga Tahun 2014
i. Pengolahan data base program KB
6. Struktur Organisasi
Dalam sebuah organisasi, struktur/susunan pengurus sangat penting untuk
mengetahui peran serta tugas masing-masing, dan sebagai jalur koordinasi antara
bidang yang satu dengan bidang yang lainya. Adapun struktur Badan Keluarga
Berencana Kota Makassaryaitu :
Skema 1: Struktur Organisasi BKB Kota Makassar
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Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar dipimpin oleh Bapak Drs.
Daniel Pakambanan, M.S.i, sedangkan Bidang KB yang didalamnya terdapat
program pendewasaan usia perkawinan dipimpin oleh Bapak Drs. Abd. Haris, Ak,
MM.
B. Program Pendewasaan Usia Perkawinan
a. Pengertian Program Pendewasaan Usia Perkawinan
Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya
untukmeningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga padasaat perkawinan
mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan
usia inidianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupunperkembangan
emosional untuk menghadapi kehidupanberkeluarga. PUP bukan sekedar menunda
perkawinan sampaiusia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agarkehamilan
pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.Apabila seseorang gagal
mendewasakan usia perkawinannya,maka diupayakan adanya penundaan kelahiran
anak pertama.Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini dalamistilah KIE
disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulanmadu menjadi tahun madu.
Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program keluarga
sejahtera pada badan keluarga berencana Kota Makassar yang juga mengakomodir
program-program lainya.
b. Tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan
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Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk
memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada remaja agar dapat
merencanakan keluarga, dapat mempertimbangkan berbagai aspek baik yang
berkaitan dengan usia, juga yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, emosional,
pendidikan, sosial ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.
Tujuan tersebut menjadi sulit tercapai disebabkan oleh banyaknya yang
menikah dibawah standar umur yang ditentukan oleh BKB sebagai program nasional
maka BKB juga memberikan solusi untuk mengatasi persolan tersebut yaitu dengan
menjadikan bulan madu yang dijalani oleh pasangan yang menikah dibawah standar
umur yang telah ditentukan, menjadi tahun madu yaitu dengan cara menunda dulu
kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi sampai usia istri mencapai 20 tahun.
Badan Keluarga Berencana (BKB) kota Makassar sebagai perpanjangan
tangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN-RI)
memberikan sebuah konsep sebelum membentuk keluarga/ menikah dengan
mempersiapkan beberapa hal sebagai modal dalam membangun keluarga yaitu :
1. Perencanaan Keluarga
Saat merencanakan suatu perkawinan, sebaiknya merencanakan ingin
memiliki berapa anak, dengan jarak kelahiran berapa tahun.Usia perempuan antara
20-35 tahun merupakan periode paling baik untuk hamil dan melahirkan dengan jarak
ideal untuk menjarangkan kehamilan adalah 5 tahun.
2. Kesiapan Ekonomi Keluarga
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Setiap keluarga memerlukan kesiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari, maka sebelum menikah seseorang harus mempersiapkan segalanya
terutama yang menyangkut finansial/ ekonomi.
3. Kematangan Psikologis Keluarga
Diperlukan kesiapan dan kematangan psikologi dalam arti kesiapan
individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri dalam rumah
tangga.
c. Manfaat Program Pendewasaan Usia Perkawinan
Adapun manfaat Program Pendewasaan Usia Perkawinanyaitu :
1. Agar remaja bisa menyelesaikan studinya dan meraih cita-cita yang di
impikanya;
2. Lebih muda melakukan penyesuaian diri dari status lajang menjadi suami
atau istri, dimana dibutuhkan peyesuaian secara terus menerus sepanjang
perkawinan;
3. Perencanaan jumlah anak, usia hamil dan melahirkan serta jarak kelahiran
akan memabantu menghindari resiko kesakitan dan kematian karena
proses kehamilan dan persalinan;
4. Kesiapan ekonomi akan menghindarkan keluarga dari permasalahan
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang
bijak dan tidak mudah putus asa;
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6. Lebih muda menerima dan menghadapi konsekuensi persoalan yang
timbul dalam perkawinan;
7. Mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera;
C. Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan
Program Pendewasaan Usia Perkawainan (PUP) sebagai program Nasional
dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau Badan
Keluarga Berencana (BKB) kota Makassar, dalam proses pelaksanaan programnya
didukung oleh anggaran yang jelas sehingga pelaksanaanyapun harus di lakukan
secara sistematis, dari hasil penelitian penulis terhadap pelaksanaan program
pendewasaan usia perkawainan pada Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota
Makassar, bahwa proses pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan cara
sosialisasi dalam bentuk seminar serta pelaksanaanyapundisesuaikan dengan porsi
anggaran yang ada yaitu sekali dalam setahun. Berdasarkan data yang diperoleh
penulis menunjukan bahwa program pendewasaan usia perkawainan mulai
terapkanpada Badan Keluarga Berencana (BKB) kota Makassar sejak Tahun 2012,
yang sasaranya adalah para pelajar (khusunya SMA sederajat) pemuda serta
masyarakat umum maupun daerah yang menjadi binaan dari Badan Keluarga
Berencana (BKB) Kota Makassar.
Setiap program yang dilaksanakan melalui sosialisasi maupun dalam bentuk
lainya, tentu memiliki tujuan yang hendak di capai di dalalmnya, bandan keluarga
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berencana kota Makassar memiliki tujuan dari pelaksanaan sosialisasi sebagai
berikut:
1. Untuklebih meningkatkan pengetahuan para remaja tentang danpak
perkawinanusiamuda bagi remaja sehingga para peserta memiliki tekad
untuk tidak kawin pada usia muda.
2. Untuk lebih meningkatkan pemahaman remaja terhadap kesiapan dalam
kehidupan berkeluarga yang berkualitas dimasa yang akandatang.
3. Untuk lebih mengetahui aspek-aspek penting dalam menjaga dan merawat
masalah kesehatan reproduksinya.
4. Sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana mengaktualisasikan
diri sebagai remaja yang berprestasi dan dapat menangkal pengaruh global
yang dapat merusak diri para remaja.
Berdasarkan data yang ada, peserta sosialisasi program pendewasaan usia
perkawainan Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar dari tahun 2012-2014
adalah di utus oleh masing-masing Kecamatan yang sudah menjadi binaan Badan
Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar. Ini menunjukan bahwa sosialisasi
program pendewasaan usia perkawinan badan keluarga berencana belum menyentuh
pada wilayah sekolah secara langsung, serta kurang membuka diri untuk membangun
kerjasama dengan kampus-kampus yang didalmnya berbicara soal perkawinan dan
sejenisnya seperti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Misalnya,
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atau dengan lembaga apapun yang memiliki korelasi dengan Badan Keluarga
Berencana.
Adapun rincian peserta yang diutus untuk mengikuti sosialisasi dari masing-
masing kecamatan dengan kuotanya masing-masing sebagai berikut :
No. Hari/ Tanggal Utusan Kecamatan Jumlah Peserta
1. Rabu, 04 Juli 2012
Mariso
Mamajang
Makassar
Rappocini
Tamalate
Panakukang
7 Orang
16 Orang
19 Orang
13 Orang
14 Orang
11 Orang
Jumlah 80Orang
2. Kamis, 05 Juli 2012
Mariso
Mamajang
Makassar
Rappocini
Tamalate
Panakukang
3 Orang
6 Orang
11 Orang
18 Orang
22 Orang
20 Orang
Jumlah 80Orang
Mariso
Mamajang
Makassar
Rappocini
Tamalate
Panakukang
7 Orang
12 Orang
11 Orang
18 Orang
14 Orang
18 Orang
Jumlah 80Orang
Tabel 1:Data Peserta Sosialisasi PUP Tahun 2012
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No. Hari/ Tanggal Utusan Kecamatan Jumlah Peserta
1. Selasa, 9 April 2013
Mariso
Makassar
Ujung Pandang
Tamalate
Panakukang
8 Orang
8 Orang
8 Orang
9 Orang
7 Orang
Jumlah 40 Orang
2. Rabu, 10 April 2013
Mariso
Makassar
Ujung Pandang
Tamalate
Panakukang
8 Orang
8 Orang
6 Orang
7 Orang
11 Orang
Jumlah 40 Orang
3. Kamis, 11 April 2013
Mariso
Makassar
Ujung Pandang
Tamalate
Panakukang
8 Orang
8 Orang
6 Orang
7 Orang
11 Orang
Jumlah 40 Orang
Tabel 2:Data Peserta Sosialisasi PUP Tahun 2013
No. Hari/ Tanggal Utusan Kecamatan Jumlah Peserta
1.
Rabu, 24 September
2014
20 orang
Jumlah 20 Orang
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2. Senin, 27 Oktober
2014
Mariso
Mamajang
Makassar
Ujung Pandang
Wajo
Bontoala
Tallo
Ujung Tanah
Tamalate
Panakukang
Biringkanaya
Rappocini
Manggala
Tamanlarea
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
20 Orang
20 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
Jumlah 160 Orang
Tabel 3 :Data Peserta Sosialisasi PUP Tahun 2014
Adapun materi yang disajikan dalam proses sosialisasi program pendewasaan
usia perkawinan Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar adalah sebagai
berikut :
a. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dan masalah pendewasaan usia
perkawinan bagi remaja
b. Program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)
c. Pengenalan sistem reproduksi bagi remaja
d. Danpak kependudukan terhadap masalah sosial
e. Kebijakan dan strategis program keluarga berencana dalam upaya
peningkatan kualitas keluarga dan remaja
f. Program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
g. Program pendewasaan usia perkawinan bagi remaja
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Pencapaian yang diharapkan dalam penyelenggaraan sosialisasi tersebut
adalah :
1. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan bagi remaja di Kota Makassar
2. Meningkatnya kualitas remaja dalam memasuki tahapan keluarga
Sedangkan hasil/ oautput dari pelaksanaan sosialisasi program tersebut ialah
bagaimana meningkatnya kualitas keluarga di Kota Makassar.
Program pendewasaan usia perkawinan yang merupakan bagian dari bidang
keluarga sejahtera tidak lagi di programkan untuk dilaksanakan tahun 2015, padahal
pada tahun-tahun sebelumnya biasanya dilaksanakan, sebagaimana tabel berikut.
NO. KEGIATANPENGENDALIAN KB 2014 NO.
KEGIATAN
PENGENDALIAN KB 2015
1 Kegiatan Promosi
Kelangsungan Bayi
dan Anak (KHIBA)
6 Kegiatan 1 Advokasi
Pembentukan PIK
KRR di Sekolah
4 Kegiatan
2 Kegiatan Sosialisasi
KB Pria
1 Kegiatan 2 Pelatihan Kesehatan
Reproduksi  Remaja
4 Kegiatan
3 Manunggal TNI KB
Kesehatan
1 Kegiatan 3 Kegiatan Promosi
Kelangsungsungan
Bayi dan Anak
(KHIBA)
3 Kegiatan
4 Manunggal TNI
Bhayangkari
1 Kegiatan 4 Sosialisasi Konseling
KB
4 Kegiatan
5 Manunggal PKK KB
KES
1 Kegiatan 5 Pelayanan TKBK
Mobile
13
Kegiatan
6 Kegiatan Organisasi
Profesi
3 Kegiatan 6 Pembinaan 4 Kegiatan
7 Kegiatan Program
Kesehatan Reproduksi
Remaja
1 Kegiatan 7 Pembentukan Lorong
KB per Kelurahan
143
Kelurahan
8 Kegiatan 1 Kegiatan
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Pendewasaan Kawin
bagi Remaja (PUP)
9 Kegiatan Kesehatan
Reproduksi bagi Siswa
Sekolah
1 Kegiatan
10 Pelayanan TKBK
Mobile
34
Kegiatan
11 Pembinaan KB 33
Kegiatan
Tabel 4: Program 2014 dan Renstra 2015
Jika kita merujuk pada tabel rencana kerja tahun 2015, program-program
dalam badan keluarga berencana kota Makassar sedikit dikurangi dari biasanya, dan
juga program pendewasaan usia perkawinan tidak lagi di programkan untuk
dilaksanakan untuk tahun anggaran 2015.
D. Dampak Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan bagi
Masyarakat Kota Makassar
Program pendewasaan usia perkawinan pada Badang Keluarga Berencana
(BKB) Kota Makassar belum memberikan peran yang signifikan dalam rangka
meningkatkan usia perkawinan di Kota Makassar, terbukti dengan semakin
meningkatnya kasus perceraian di Kota Makassar, padahal keberadaan program ini
sangat diharapkan untuk membantu utamanya bagi para pelajar/mahasiswa maupun
masyarakat umum yang akan melangsungkan perkawinan, hal ini dipengaruhi oleh
proses sosialisasi yang sangat minim yang dilakukan oleh Badang Keluarga
Berencana (BKB) Kota Makassar kepada masyarakat Kota Makassar. Padahal
sejatinya pelaksanaan sosialisasi program tersebut harus bisa menyentuh pada semua
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kalangan pelajar di Kota Makassar melalui sekolah-sekolah ataupun lembaga formal
lainya, hasil penelitian penulis bahwa proses sosialisasi dilakukan di luar sekolah/
tempat tertentu dengan kata lain bahwa sosialisasi tersebut belum mampu
memberikan gambaran yang menyeluruh tentang eksistensi program pendewasaan
usia perkawinan, sehingga berdampak pada minimnya pemahaman pelajar/mahasiswa
akan keberadaan program tersebut. Pemerintah sejatinya harus bisa mengoptimalkan
peran program tersebut dengan cara mengawasi pelaksanaanya agar tidak semakin
meningkatnya praktek perkawinan usia muda (perkawinan dini) di Kota Makassar.
Keberadaan program pendewasaan usia perkawinan jika disikapi dengan bijak
sesungguhnya akan membantu pemerintah dalam mengurangi angka perceraian,
walaupun keberadaan program tersebut tidak bersifat memaksa sabagaimana sifat
pemberlakuan suatu undang-undang, dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah
Undang-Undang No. 1 Tahun1974 tetang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Intruksi Presiden
(INPRES) No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat memberikan kemaslahatan
(kemanfaatna) bagi masyarakat untuk lebih mempersiapkan diri dan merencanakan
segala sesuatunya sebelum melakukan perkawinan. Walaupun dari sisi yang lain
keberadaan program tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada
sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, karena dalam undang-undang perkawinan
maupun peraturan diatas telah mengatur dengan jelas bahwa usia perkawinan
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menurut UU. Perkawinan bagi laki-laki 21 tahun dan 19 tahun bagi perempuan, usia
ini sudah cukup ideal dalam konteks fiqh  keindonesiaan, karena beberapa kali
diusulkan untuk dilakukan judicial review namun di tolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Menurut Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.A Guru besar Hukum Islam
UIN Alauddin Makassar sekaligus Asisten Direktur I (Adir I) Pascasarjana UIN
Alauddin Makassar dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis mengatakan
bahwa apa yang termuat dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi
Hukum Islam (KHI) merupakan produk Fiqih keindonesiaan, sehingga itulah yang
harus kita ikuti, penentuan standarisasi dalam persoalan umur oleh badan keluarga
berencana (BKB) Kota Makassar menurut beliau lahir atas dasar pertimbangan
kemaslahatan agar setiap orang yang akan melakukan perkawinan bisa menyiapkan
atau merencanakan segala sesuatunya. Karena idealnya sebuah perkawinan dilihat
kematangannya bukan hanya dari satu aspek saja melainkan juga dari aspek-aspek
lainya seperti : aspek umur, fisik, medis, psikologis.2
Kedudukanya program pendewasaan usia perkawinan yang hanya bersifat
himbauan atau sekedar menyarankan yang tentu tidak mengandung unsur memaksa
sebagaimana kedudukan sebuah produk hukum atau undang-undang sehingga belum
memberikan keontribusi yang besar bagi peningkatan usia perkawinan di Kota
Makassar, Usia perkawinan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Keluarga
Berencana Kota Makassar tersebut merupakan usia ideal terutama pada aspek
2Darussalam Syamsuddin, Asister Dierktur I Pascasarjana UIN Alauddin Makassar,
Wawancara,  01 Juli 2015.
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kesehatan, meskipun ketika merujuk pada fiqih bahwa kematangan seseorang dalam
perkawinan bukan hanya dititik beratkan pada aspek umur, buktinya banyak orang-
orang yang dulu menikah pada usia muda, pada akhirnya merekapun mampu
membawa dan membangun bahtera kehidupan rumah tangganya yang bahagia,
walaupun ukuran kebahagiaan itu relatif adanya.
Dilain kesempatan Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A yang juga guru Besar
Hukum Islam UIN Alauddin Makassar yang juga Ketua Program Syariah/Hukum
Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar mengatakan hal yang sama bahwa
kebijakan pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) atau badan Kelurga Berencana (BKB) pada tingkat Kota
Makassar bahwa kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan  undang-undang
perkawinan mengingat sebuah kebijakan dengan undang-undang jauh lebih tinggi
undang-undang ketimbang kebijakan tersebut, sehingga yang harus diterapkan
standarisasi usia dalam perkawinan adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974.
Pada sisi yang lain Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A sependapat dengan
kebijakan pemerintah dengan adanya program pendewasaan usia perlawinan karena
program tersebut didasari oleh penelitian terhadap realitas di masyarakat karena
didalamnya terdapat maslahat (manfaat), walaupun satu sisi beliau mengkritisi
standarisasi usia dalam perkawinan dengan 25 tahun laki-laki dan 20 tahun
perempuan menurut kebijakan BKKBN, dengan alasan bahwa keberadaan BKKBN/
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BKB Kota Makassar secara hirarki lebih rendah kedudukanya daripada undang-
undang perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan jika di tinjau dalam
aspek fiqih bahwa seseorang sudah bisa kawin setelah datangnya baliqh dengan
tanda-tanda bagi laki-laki yaitu tumbuhnya jakung, berubahnya suara, mimpi basah,
sedangkan ciri-ciri baliqh bagi perempuan adalah dengan haid. Namun beliau melihat
ada sisi-sisi maslahat yang ditimbulkandidalamnya, menurut beliau diantara maslahat
program pendewasaan usia perkawinan ialah seseorang bisa merencanakan segala
sesuatunya sebelum ia melakukan perkawinan, meskipun satu sisi jika menikah usia
demikian mengandung mudarat.3
Merujuk pada tujuan dan manfaat program pendewasaan usia perkawinan
serta argumen dari hasil wawancara terhadap para guru besar hukum Islam serta
merujuk pada kondisi di lapangan (masyarakat) dapat disimpulkan bahwa program
pendewasaan usia perkawinan memberikan mashlahah (dampak baik) kepada
manusia sebagai pelaku hukum dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan
Sunnah RasulNya berupa perkawinan (nikah dalam Islam), dengan memahami
program pendewasaan usia perkawinan seseorang dapat merencanakan, memikirkan
serta menjalani kehidupan rumah tangganya sehingga tercipta tatanan kehidupan
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuahanan yang Maha Esa (Pasal
1 ayat 1 UU.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau terwujudkan kehidupan
3Lomba Sultan, Ketua Program Syariah/ Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar,
Wawancara, 01 Juli 2015.
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rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam).
Semua itu akan mungkin terjadi jika masyarakat telah mendapatkan
pengetahuan tentang program pendewasaan usia perkawinan dan melakukan
sosialisasi kepada anak-anaknya atau keluarga dan masyarkat sekitarnya.
76
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk
meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan
mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.
Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan
maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.
PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan
tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang
cukup dewasa agar tidak membahayakan bagi kelahiran sang anak dan
kematian pada sang ibu.
2. Pemahaman  fiqih kontemporer dengan melihat mashlahat dan mempehatikan
mudaratnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa program pendewasaan
usia perkawinan yang digagas oleh Badan Keluarga Berencana Kota Makassar
merupakan cara untuk mempersiapkan diri baik dari segi fisik, mental,
psikologis maupun aspek kesehatan dalam rangka membangun keluarga/
rumah tangga.
3. Program tersebut belum mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang
hakikat dari program pendewasaan usia perkawinan pada pelajar/mahasiswa
secara khusus dan masyarakat secara umum. Sehingga prsentase perceraian di
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kota Makassar masih cukup tinggi. Harapan dari badan keluarga berencana ini
akan dapat terwujud jika masyarakat telah memiliki kesadaran tentang
pentingnya pendewasaan usia perkawinan, maka badan keluarga berencana
Kota Makassar harus mampu mengoptimalkan peran sertanya dengan cara
melakukan sosialisasi yang maksimal, terutama di sekolah-sekolah atau
lembaga formal  lainya secara langsung.
B. Implikasi Penelitian
1. Pemerintah  sebagai pemangku kekuasaan tertinggi melaluiBadan
Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Republik Indonesia, dan
Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi
Selatan harus menunjukan peran aktif dalam mengawal kebijakan tersebut agar
berjalan sesuai apa yang diharapkan.
2. Badan Keluarga Berencana Kota Makassar, harus bisa memaksimalkan
pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan, dengan cara membangun
bekerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga serta dapat bersentuhan
langsung dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar.
3. Kepada para pelajar/mahasiswa khususnya dan Masyarakat pada umumnya
bahwa perkawinan merupakan perintah Allah dan sunnah rasul-Nya, oleh
karena itu dibutuhkan perencanaan dan persiapan sehingga melahirkan sikap
kematangan, kematangan itu menurut penulis bukan hanya dari aspek, fisik/
umur melainkan juga dari aspek-aspek lainya seperti psikologi, mental
sehingga dapat terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya.
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